5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota
IKK Outcome No. 1.e.1
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur persentase gangguan Trantibum yang
dapat diselesaikan
Rumus
:
Jumlah pengaduan yang diselesaikan
x 100%
Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi Operasional
:
· Pembilang
Jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah kabupaten/kota.
· Penyebut
Jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah kabupaten/kota.
Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja,
Koordinasi dengan Instansi Vertikal (Kepolisian atau UPTD setempat yang menangani Laporan Pengaduan Masyarakat)
· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum secara keseluruhan yang terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota.






	
	
	Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja,
Koordinasi dengan Instansi Vertikal (Kepolisian atau UPTD setempat yang menangani Laporan Pengaduan Masyarakat)

	Regulasi
	:
	· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Format Data Pendukung Pembilang
IKK 1.e.1

KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN/KOTA …..


JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DISELESAIKAN KABUPATEN/KOTA ……
TAHUN …..

	No
	Nama Pelapor
	Tanggal Pengaduan
	Jenis Pengaduan
	Tindak Lanjut
	Status Pengaduan

	1.
	Bayu Umbara
	1 Juni 2023
	Unjuk Rasa di kantor dinas Pekerjaan Umum
	Satpol PP melakukan pengamanan
	Terlayani

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	


Sumber Data: Kantor Satuan Pol-PP Kabupaten/kota ..…

……………, tanggal …..
Kepala Satuan Pol-PP Kabupaten/kota …..

Ttd dan cap


(……..……………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..






KOP SURATFormat Data Pendukung Penyebut
IKK 1.d.5

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN/KOTA …..


JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KESELURUHAN YANG TERDAFTAR
DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	No
	Nama Pelapor
	Tanggal Pengaduan
	Jenis Pengaduan

	1.
	Bayu Umbara
	1 Juni 2023
	Unjuk Rasa di kantor dinas Pekerjaan Umum

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	Dst
	
	
	



……………, tanggal …..
Kepala Satuan Pol-PP Kabupaten/kota …..

Ttd dan cap


(……..……………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

IKK Outcome No. 1.e.2
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur	persentase	Perda	dan	Perkada	yang
ditegakkan
Rumus
:
Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi
      x 100%
Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi
Operasional
:
· Pembilang
Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda.
· Penyebut
Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang masih berlaku di Provinsi.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah keseluruhan Perda/Perka yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda.
Sumber  Data  :  Kantor  Satpol-PP  dan  Biro
Hukum Provinsi.
· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi.
Sumber  Data  :  Kantor  Satpol-PP  dan  Biro
Hukum Provinsi.
Regulasi
:
· Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  121
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.












KOP SURATFormat Data Pendukung Pembilang
IKK 1.e.2

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN/KOTA …..

JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI YANG DITEGAKKAN
 OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	No
	Nama Perda/Perkada
	Nomor
	Jenis Penegakan Perda
	Keterangan

	1.
	Perda tentang Izin Persetujuan Gedung dan Bangunan (contoh)
	Nomor 14 Tahun
2023
	Sosialisi Perda, serta Pengawasan terhadap peruntukan Gedung dan Bangunan
	Rincian Penegakan Perda dilampirkan

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	


Sumber Data: Kantor Satuan Pol-PP dan Bagian Hukum ..…

……………, tanggal …..
Kepala Satuan Pol-PP Kabupaten/kota …..

Ttd dan cap


(……..……………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

Format Data Pendukung Penyebut
IKK 1.e.2




KOP SURAT
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN/KOTA …..


JUMLAH KESELURUHAN PERDA/PERKADA YANG MEMUAT SANKSI DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	No
	Nama Perda/Perkada
	Nomor
	Keterangan

	
1.
	Perda tentang Izin Persetujuan Gedung dan Bangunan (contoh)
	
Nomor 14 Tahun 2023
	
Masih Berlaku

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	Dst.
	
	
	


Sumber Data: Kantor Satuan Pol-PP dan Bagian Hukum …..
Catatan : melampirkan rincian jumlah perda dan perkada yang memua sanksi.
……………, tanggal …..
Kepala Satuan Pol-PP Kabupaten/kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

IKK Outcome No. 1.e.3
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur	jangkauan	layanan	informasi	rawan
bencana
Rumus
:
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
x 100%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang
ditetapkan
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi
Operasional
:
· Pembilang
warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun yang mendapatkan informasi rawan bencana berupa kegiatan sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik.
· Penyebut
seluruh warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen Kajian Rawan Bencana
(KRB).
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi kegiatan penyampaian informasi jenis bencana, bentuk sosialisasi, jumlah peserta.
Sumber Data : BPBD, Kantor Satpol-PP.
· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat target kegiatan penyampaian informasi jenis bencana, bentuk sosialisasi, jumlah peserta.
Sumber Data : BPBD, Kantor Satpol-PP.








	Regulasi
	:
	· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Format Data Pendukung Pembilang
IKK 1.e.3


KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA …..

JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	

No
	

Kecamatan
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
	

Keterangan

	
	
	Sosialisasi Tatap Muka
	Sosialisasi Melalui Media Sosial Dan Wahana Multimedia
	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi
	Papan Informasi Publik
	

	

1.
	

Tajur Halang
(CONTOH)
	

50 orang
	

20 orang
	

60 orang
	

20 orang
	Melampirkan dokumentasi kegiatan dan absen peserta

	

2.
	
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	

	Jumlah
	
	
	
	
	


Sumber Data : Kantor BPBD Kabupaten/Kota …..

……………, tanggal …..
Kepala BPBD Kabupaten/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. ….

Format Data Pendukung Penyebut
IKK 1.e.3


KOP SURAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA …..


JUMLAH WARGA NEGARA USIA 15-64 TAHUN YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI TARGET YANG DITETAPKAN DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	

No
	

Kecamatan
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana
	

Keterangan

	
	
	Sosialisasi Tatap Muka
	Sosialisasi Melalui Media Sosial Dan Wahana Multimedia
	Penyediaan Dan Pemasangan Rambu Evakuasi
	Papan Informasi Publik
	

	

1.
	

Tajur Halang
	

100 orang
	

50 orang
	

100 orang
	

50 orang
	Melampirkan dokumentasi kegiatan dan absen peserta

	

2.
	
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	

	J u m l a h
	
	
	
	
	


Sumber Data : BPBD Kabupaten/Kota ..…
……………, tanggal …..
Kepala BPBD Kabupaten/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

IKK Outcome No. 1.e.4
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
Rumus
:
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
x 100%
Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan
bencana
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi Operasional
:
· Pembilang
Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapan terhadap bencana di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kebencanaan.
· Penyebut
Jumlah seluruh warga negara di daerah rawan bencana berdasarkan target dokumen kebencanaan.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi kegiatan informasi lokasi
kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan,.
Sumber Data : Kantor BPBD.
· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan, dan jumlah peserta di kawasan rawan bencana.
Sumber Data : Kantor BPBD.
Regulasi
:
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan	Ketertiban Umum di	Provinsi dan Kabupaten/Kota.










KOP SURATFormat Data Pendukung Pembilang
IKK 1.e.4

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA …..

JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	


No
	


Kecamatan
	


Lokasi Kegiatan
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	


Keterangan

	
	
	
	
Pelatihan Pencegahan
	Gladi Kesiapan Terhadap Bencana
	

	

1.
	

Tajur Halang
	

Balai Kartini, Jl. Kartini
	

50 orang
	

50 orang
	Melampirkan dokumentasi kegiatan dan absen peserta

	
2.
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	

	Jumlah
	
	
	
	


Sumber Data : BPBD Kab/Kota …..

……………, tanggal …..
Kepala BPBD Kabupaten/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

Format Data Pendukung Penyebut
IKK 1.e.4


KOP SURAT
KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA …..
JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	
No
	
Kecamatan
	
Jumlah Target Warga Negara Yang Berada di Kawasan Rawan Bencana
	
Keterangan

	

1.
	

Tajur Halang
	
	Melampirkan dokumen Kebencanaan/
Dokumen Kajian Rawan Bencana

	2.
	
	
	

	Dst.
	
	
	

	J u m l a h
	
	


Sumber Data : BPBD Kab/Kota ..…




……………, tanggal …..
Kepala BPBD Kabupaten/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

IKK Outcome No. 1.e.5
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan
evakuasi korban Bencana
Rumus
:
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
x 100%
Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi Operasional
:
· Pembilang
Jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban
bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
· Penyebut
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
penyelematan dan evakuasi korban bencana.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat uraian Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana antara lain yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar
korban bencana.










	
	
	· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang jumlah warga negara yang menjadi korban bencana.
Sumber Data : Kantor BPBD.

	Regulasi
	:
	· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Format Data Pendukung Pembilang
IKK 1.e.5


KOP SURAT
	                       KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA …..	


JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	


No
	


Nama
	


Alamat
	


Tanggal Kejadian
	


Jenis Bencana
	JENIS PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
	


Ket

	
	
	
	
	
	
Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
	
respon cepat darurat bencana
	aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
	pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
	pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
	

	

1.
	

Indra
	
RT 08 RW
02 Desa Hijau Kec.
Biru
	

4 April
2023
	
Angin Putting Beliung
	
	


√
	
	
	


√
	

Tertan gani

	

2.
	

Desta
	RT 09 RW
01 Desa Merah Kec. Kuning
	
7 Mei
2023
	
Wabah Penyakit Menular
	

√
	

√
	
	

√
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Sumber Data : BPBD Kabupaten/Kota …..

……………, tanggal …..
Kepala BPBD Kabupaten/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

Format Data Pendukung Penyebut
IKK 1.e.5



KOP SURAT
KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA …..


JUMLAH WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	No
	Nama
	Alamat
	Tanggal Kejadian
	Jenis Bencana
	Keterangan

	1.
	Andi
	Desa Putri Kec. Indah
	3 Juni 2023
	Kebakaran
	

	2.
	Obet
	Desa Bejo Kec. Untung
	8 Oktober 2023
	Kebakaran
	

	3.
	Indra
	Desa Hijau Kec. Biru
	4 April 2023
	Angin Putting Beliung
	

	4.
	Desta
	Desa Merah Kec.
Kuning
	7 Mei 2023
	Wabah Penyakit Menular
	

	Dst.
	
	
	
	
	


Sumber Data : BPBD Kabupaten/Kota ..…




……………, tanggal …..
Kepala BPBD Kabupaten/Kota …..

Ttd dan cap


(……………………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

IKK Outcome No. 1.e.6
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran
Rumus
:
Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan
x 100%
Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota
Satuan Hasil
:
Persentase (%)
Definisi
Operasional
:
· Pembilang
Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan. Tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.
· Penyebut
keseluruhan Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota baik yang ditangani oleh Dinas Pemadam  Kebakaran  dan  atau  relawan
kebakaran dalam tahun pelaporan.
Data Pendukung
:
· Pembilang
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah














	
	
	disertai dengan kop surat dan stempel resmi
yang memuat informasi lokasi kegiatan layanan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
Sumber Data : BPBD, Damkar.
· Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangan oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat keseluruhan Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota baik yang ditangani.
Sumber Data : BPBD, Damkar.

	Regulasi
	:
	· Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  121
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.







KOP SURAT KANTOR BPBD/DAMKAR KABUPATEN/KOTA …..Format Data Pendukung Pembilang
IKK 1.e.6



JUMLAH LAYANAN PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN TERDAMPAK KEBAKARAN DI KABUPATEN/KOTA DALAM TINGKAT WAKTU TANGGAP OLEH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN ATAU PERANGKAT DAERAH DITAMBAH JUMLAH LAYANAN PEMADAMAN DI KABUPATEN/KOTA DALAM TINGKAT WAKTU TANGGAP OLEH RELAWAN KEBAKARAN YANG DIBENTUK DAN ATAU DIBAWAH PEMBINAAN
DI KABUPATEN/KOTA …..
TAHUN …..

	
No
	
Nama Korban Kebakaran
	
Alamat
	
Tanggal Kejadian
	
Jenis Kejadian
	
Jarak Tempuh
	Waktu Menerima Laporan
	Waktu Tiba Di Lokasi Kejadian
	
Respon Time
	
Keterangan

	



1.
	



Indra
	


Jl. Langsa No. 7, Desa Cisauk
	



4 April 2023
	



Kebakaran Rumah
	



5 KM
	



18.45
	



18.55
	



10 menit
	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktikan dengan dokumenta si foto waktu/jam

	
2.
	
Desta
	Jl. Bojong no. 8, Desa Combro
	
7 Mei 2023
	
Kebakaran Ruko
	
5 KM
	
11.00
	
11.30
	
30 menit
	

	Dst.
	Total Menit Waktu Penanganan
	40 menit
	


Sumber Data : Kantor BPBD/Damkar ..…
……………, tanggal …..
Kepala BPBD/Damkar Kabupaten/Kota …..

Ttd dan cap


(……..……………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..

IKK Outcome No. 1.e.7
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Penjelasan IKK OutcomeKonsep/Definisi
:
Mengukur rata-rata waktu tanggap (response time)
penanganan kebakaran
Rumus
:
Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran
Metode
Penilaian IKK
:
Rata-rata Waktu Tanggap Respon Time adalah 15 Menit atau kurang dari 15 Menit, di atas 15 Menit dihitung melebihi Standar Ketentuan Waktu Tanggap Respon Time.
Definisi
Operasional
:
Rata-rata waktu tanggap (respon time) penanganan
kebakaran adalah rata-rata dari jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran baik yang dibawah waktu 15 menit (respon time) maupun yang diluar batas waktu respon time sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran.
Data Pendukung
:
· Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang
ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat uraian inventarisasi kejadian kebakaran dan waktu penanganan kebakaran.
Regulasi
:
· Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  121
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Format Data Pendukung IKK 1.e.7


KOP SURAT
KANTOR BPBD/DAMKAR KABUPATEN/KOTA …..
WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME) PENANGANAN KEBAKARAN DI KAB/KOTA …..
TAHUN …..

	

No
	
Nama Korban Kebakaran
	

Alamat
	
Tanggal Kejadian
	
Jenis Kejadian
	
Jarak Tempuh
	
Waktu Menerima Laporan
	
Waktu Tiba Di Lokasi Kejadian
	
Respon Time
	

Keterangan

	




1.
	




Indra
	



Jl. Langsa No. 7, Desa Cisauk
	




4 April 2023
	




Kebakaran Rumah
	




5 KM
	




18.45
	




18.55
	




10 menit
	Waktu menerima laporan dan waktu tiba di lokasi dibuktika n dengan dokument asi foto waktu/ja m

	

2.
	

Desta
	
Jl. Bojong no. 8, Desa Combro
	

7 Mei 2023
	
Kebakaran Ruko
	

5 KM
	

11.00
	

11.30
	

30 menit
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	
	
	40 menit
	


Sumber Data : Kantor BPBD/Damkar ..…

RUMUS PERHITUNGAN
Jumlah Keseluruhan Waktu Respon Time
=	…. Menit
Jumlah Keseluruhan Kejadian
40 menit
=  20 Menit
2 Kejadian


……………, tanggal …..
Kepala BPBD/Damkar Kabupaten/kota …..

Ttd dan cap


(……..……………………….) Pangkat/Gol Ruang ….. NIP. …..
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